BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yvang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6735);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
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12,

13.

14,

15.

16.

b

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2010 Nomor 6), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 20143);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 20171);
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18.

19.

20.

41

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9] sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Lebak Nomor 9 Tahun 2010 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20222),
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Lebak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Lebak,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yvang keluar dari kas Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1

(satu) periode anggaran.
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Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp2.789.523.715.284,00
bertambah sebesar Rp209.757.133.472,00 sehingga menjadi
Rp2.999.280.848.756,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 2.685.346.967.842,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 25.846.899.201,00
Jumlah Pendapatan Daerah setelah
Perubahan Rp 2.711.193.867.043,00
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp 2.745.990.040.881,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 191.257.133.472,00
Jumlah Belanja Daerah setelah
Perubahan Rp 2.937.247.174.353,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 104.176.747.442,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 183.910.234.271,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
setelah perubahan Rp 288.086.981.713,00
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp 43.533.674.403,00
2)  Bertambah /(berkurang) Rp 18.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
setelah Perubahan Rp 62.033.674.403,00
Jumlah Pembiayvaan Neto setelah
perubahan Rp 226.053.307.310,00
SiLPA setelah Perubahan Rp 0O
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 412.713.198.122,00
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(1)

2)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

Bertambah /(berkurang)

Perubahan
Pendapatan Transfer

1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Pendapatan Transfer setelah

Perubahan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1)
2)

Jumlah

Semula
Bertambah /(berkurang)
Lain-Lain Pendapatan Daerah

yvang Sah setelah perubahan

Pasal 4

Rp

(33.735.141.289.00)

378.978.056.833,00

2.191.338.239,356,00
95.617.495.754,00

2,246.955.735.110,00

81.295.530.364,00
3.964.544.736,00

85.260.075.100,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,

bersumber dari:

a.

Pajak Daerah

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Pajak Daerah setelah
Perubahan

Retribusi Daerah

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Retribusi Daerah setelah
Perubahan

Hasil

Daerah yang dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan setelah
Perubahan
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Rp
Rp

Rp

125.000.000.000,00
32.990.931.461,00

157.990.931.461,00

12.110.712.838,00
2.501.407.243,00

14.612.120.081,00

6.160.472.846,00
(587.250.731.,00)

5.573.222.115,00



d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah
1] Semula Rp 269.442.012.438,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (68.640.229.262,00)

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah setelah Perubahan Rp 200.801.783.176,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,
bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 2.045.010.459.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp (7.204.070.363,00]
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

setelah perubahan Rp 2.037.806.388.637,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp 146.327.780.356,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 62.821.566.117,00
Jumlah Transfer antar daerah

setelah Perubahan Rp 209.149.346.473,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 81.295.530.364,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.964.544.736.00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah

Perubahan Rp 85.260.075.100,00

b. Dana Darurat

1) Semula Ep 0,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah

Perubahan Rp 0,00

¢. Lain-lain Pendapatan sesuai
dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan
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1) Semula
2] Bertambah/(berkurang)

Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai

dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan setelah
Perubahan

Pasal 5

Rp 0,00
Rp 0,00

Rp 0,00

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja Operasi
1) Semula
2] Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Operasi setelah
perubahan
b. Belanja Modal
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
c. Belanja Tidak Terduga
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah
perubahan
d. Belanja Transfer
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Belanja setelah

Jumlah Transfer

perubahan

Pasal 6

(1)
atas:

a. Belanja Pegawai
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Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

2.055.086.140.217,00
49.674.125.816.00

2.104.760.266.033,00

214.782.771.113,00
129.156.671.518,00
343.939.442.631,00

30.464.769.867,00
3.152.707.649.,00

33.617.477.516,00

445.656.359.684,00
9.273.628.489,00

454.929,988.173,00

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri



(2)

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Pegawai setelah
Perubahan

Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan

Belanja Bunga

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Belanja Bunga setelah
Perubahan

Belanja Subsidi

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Subsidi setelah
Perubahan

Belanja Hibah

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah Belanja Hibah setelah
Perubahan

Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp
Rp

Rp

1.141.532.500.365,00
5.699.625.035.00

1.147.232.125.400,00

787.120.940.486,00
28.372.923.413,00

815.493.863.899,00

124.313.199.366,00
10.782.677.368,00

135.095.876.734,00

2.119.500.000,00
4.818.900.000,00

6.938.400.000,00

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri

atas:

el.

Belanja Modal Tanah
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
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Jumlah Belanja Modal Tanah

setelah Perubahan Rp 356.500.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1) Semula Rp 49.895.868.626,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 40.687.600.217.00
Jumlah belanja Modal Peralatan dan
Mesin setelah Perubahan Rp 90.583.468.843,00
c. Belanja Modal gedung dan
bangunan
1) Semula Rp 55.786.447.675,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 888.167.520,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan
Bangunan setelah Perubahan Rp 56.674.615.195,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan
Irigasi
1) Semula Rp 106.858.082.641,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 85.054.906.174.,00

Jumlah Belanja Modal Jalan,

Jaringan, dan Irigasi setelah

Perubahan Rp 191.912.988.815,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp 827.028.207,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 3.584.841.571,00

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya setelah perubahan Rp 4.411.869.778,00
f. Belanja modal aset tidak berwujud

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja modal aset tidak
berwujud setelah perubahan Rp 0,00
(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
a. Semula Rp 30.464.769.867,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 3.152.707.649,00
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(4)

Jumlah belanja tidak terduga setelah

perubahan

Rp 33.617.477.516,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri
atas:

4.

Belanja Bagi Hasil
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah

perubahan
Belanja Bantuan Keuangan
1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah perubahan

Pasal 7

13.711.071.284,00
7.028.968.947,00

20.740.040.231,00

431.945.288.400,00
2.244.659.542,00

434.189.947.942,00

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri

atas:

a.

(1)

Penerimaan Pembiayaan

1)
2)

Jumlah

Semula
Bertambah /(berkurang)

Penerimaaan

setelah Perubahan

Pengeluaran Pembiayaan

1)
2)

Semula
Bertambah /(berkurang)

Rp
Rp

Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah
Perubahan

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,

terdiri atas:

al.

SiLPA tahun sebelumnya
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104.176.747.442,00
183.910.234.271,00

288.086.981.713,00

43.533.674.403,00
15.500.000.000,00

62.033.674.403,00




1) Semula
2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah SILPA tahun sebelumnya

setelah perubahan

Pencairan Dana Cadangan sejumlah
1] Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah pencairan dana cadangan

setelah perubahan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah
perubahan

Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah  penerimaan pinjaman
daerah setelah perubahan
Penerimaan kembali pemberian

pinjaman daerah

1) Semula
2} Bertambah /({berkurang)
Jumlah penerimaan kembali

pemberian pinjaman daerah setelah
perubahan

Penerimaan Pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
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Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

104.176.747.442,00
183.910.234.271,00

288.086.981.713,00

0,00



Jumlah penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp 0,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula Rp 20.000.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 20.000.000.000,00
Jumlah Pembentukan Dana
Cadangan setelah perubahan Rp 40.000.000.000,00
b. Penyertaan Modal Daerah
1) Semula Rp 23.533.674.403,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp (1.500.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal Daerah
setelah perubahan Rp 22.033.674.403,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang

yang jatuh tempo

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok
utang yang jatuh tempo setelah

perubahan Ep 0,00
d. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah

setelah perubahan Ep 0,00
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya

sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan
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lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 9
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah

Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati

tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dan

memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan
dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi;

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja vang bersifat
wayjib;

c. Pengeluaran daerah vang berada di luar kendali Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau

masyarakat.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini terdiri atas:
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10.
&
12.

13.

14.

15.
16.

Lampiran |

Lampiran Il

Lampiran [II

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X
Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut

Kelompok dan Jenis Pendapatan, DBelanja, dan
Pembiayaan;

Ringkasan Perubahan APBD vang diklasifikasi menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

APBD

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,

Rincian Perubahan menurut Urusan
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan

Perubahan Belanja Menurut Urusan

Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara,

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan
APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan
Perubahan APBD:

Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.
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Pasal 11
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Oktober 2022

. ~BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JHYABAYA
} i
Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

| i | o

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN
NOMOR: (5,40/2022)
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